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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan landasan 
konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan-perubahan dan amandemen 
yang berkaitan dengan UUD 1945 tersebut memberikan kewenangan kepada Mahkamah 
Konstitusi untuk melakukan pengujian UU. Hasil dari kewenanngan yang diberikan oleh UUD 
1945 tersebut berupa Putusan MK No 72-73/PUU-II/2004 dan No 97/PUU-XI/2013 yang 
berkaitan dengan Pilkada.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsistensi putusan 
Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah beserta 
akibat hukum yang ditimbulkan akibat inkonsistensi tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut, 
penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan 
pendekatan statue approach, conceptual approach, case approach. Sumber bahan hukum yang 
digunakan berupa sumber bahan hukum primer dan sekunder. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perbedaan dasar konstitusionalitas pada 
Putusan MK No 72-73/PUU-II/2004 adalah dengan mengkaitkan antara satu pasal dengan pasal 
yang lainnya. Sedangkan pada Putusan MK No 97/PUU-XI/2013, MK menggunakan penafsiran 
original intent, tekstual dan gramatikal dalam pasal – pasal UUD NRI 1945 sehingga 
mengakibatkan tidak ada keterkaitan antara satu pasal dengan yang lainnya. Selain itu perbedaan 
dasar konstitusionalitas pada kedua putusan terdapat pada risalah rapat Badan Pekerja MPR yang 
membahas mengenai Amandemen UUD 1945. Akibat hukum yang ditimbulkan berkaitan 
dengan inkonsistensi putusan MK, maka terjadi ketidakpastian hukum terhadap penyelenggara 
Pilkada, penyelenggaraan Pilkada dan badan yang berwenang  menyelesaikan perselisihan 
Pilkada 
Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Terjadi inkonsistensi putusan 
Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang Pemilihan Kepala Daerah dengan 
perbedaan dasar konstitusionalitas. (2) Akibat inkonsistensi putusan, maka penyelenggara, 
tahapan penyelenggaraan dan badan penyelesaian perselisihan menjadi tidak berkepastian 
hukum. 












Constitution of the Republic of Indonesia 1945 is the constitutional basis in the life of the 
nation. The changes and amendments related to the 1945 Constitution gives authority to the 
Constitutional Court to undertake judicial review. Results of the authority granted by the 1945 
Constitution in the form of Constitutional Court decision No. 72-73 / PUU-II / 2004 and No. 97 / 
PUU-X / 2013 relating to the upcoming elections. This study aims to determine the consistency 
of a Constitutional Court ruling examine the law on local elections and their legal consequences 
arising from such inconsistency. In order to find the answer to this, research conducted using 
research methods using the approach statue normative approach, conceptual approach, case 
approach. Source materials used are legal sources of primary and secondary legal materials. 
 
Based on the studies revealed that the basic difference constitutionality of the 
Constitutional Court decision No. 72-73 / PUU-II / 2004 is to link the article to article one 
another. While the Constitutional Court decision No. 97 / PUU-XI / 2013, the Court uses the 
interpretation of the original intent, textual and grammatical in article - article in the 
Constitution NRI in 1945, resulting in no link between one article to another. Besides the basic 
difference on the constitutionality of the two decisions contained in the minutes of meetings of 
the Working Committee of the Assembly to discuss the amendment of the 1945 Constitution. The 
legal consequences arising with regard to the inconsistency of the Constitutional Court, then 
there is legal uncertainty to the organizers of, the organization and the authorized body in 
resolving local elections disputes. 
 
The conclusion of this study include: (1) Inconsistency occurs Constitutional Court 
decision regarding judicial legislation Regional Head Election with the basic difference 
constitutionality. (2) Due to the inconsistency of the decision, the organizer of the constitutional 
court, the stages of implementation and dispute resolution institutions to be biased. 
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Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa: 
4.1.1. Mahkamah Konstitusi telah inkonsistensi dalam putusan-putusan yang menguji UU 
Pilkada. Inkonsistensi tersebut terlihat dari adanya perbedaan dalam Putusan  MK No 72-
73/PUU- II/2004 dan No 97/PUU-XI/2013. Perbedaan dasar konstitusionalitas yang 
dimaksud berupa: 
1. Dalam Putusan MK No 72-73/PUU- II/2004, dasar konstitusional yang digunakan adalah 
mengaitkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 dengan Pasal 22E ayat (1), Pasal 24C ayat 
(1), dan Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, dasar konstitusionalitas lain yang 
digunakan adalah pendapat Fraksi PPP dalam risalah rapat Panitia Ad Hoc I dalam rapat 
Badan Pekerja MPR tahun 2000 
2. Dalam Putusan MK No 97/PUU-XI/2013, dasar konstitusionalitas yang digunakan adalah 
original intent, tekstual dan gramatikal dari Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 
24C ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal-pasal yang dijadikan dasar konstitusionalitas tidak 
dikaitkan antara satu Pasal dengan Pasal yang lain, sehingga terjadi beda penafsiran 
dalam putusan MK. 
1.1.2. Akibat hukum yang ditimbulkan akibat inkonsistensi dari kedua putusan MK adalah 
adanya ketidakpastian hukum dalam hal: 
1. Badan penyelenggara Pilkada dalam hal ini KPUD, Bawaslu dan DKPP menjadi 
dipertanyakan legalitasnya sebagai penyelenggara Pilkada, sehingga kewenangan yang 
dimiliki lembaga penyelenggara Pilkada menjadi tidak sah secara hukum. 
  
2. KPUD sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan peserta dan memberikan 
sanksi menjadi tidak memiliki kewenangan apapun juga, karena tidak memiliki dasar 
hukum yang kuat untuk melaksanakan kewenangan dalam penyelenggaraan Pilkada. 
3. Lembaga peradilan yang seharusnya berwenang dalam menyelesaikan perselisihan 
menjadi tidak jelas, sebab sampai sekarang lembaga ini belum terbentuk, Sebelum 
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